
 

 

 

77  

1. Kepada Pemerintah dan Legislator: Segera melakukan revisi terhadap Pasal 

43 PP Nomor 35 Tahun 2021 dengan menetapkan parameter efisiensi yang 

lebih terukur dan mewajibkan "audit kepatuhan teknologi" oleh Pengawas 

Ketenagakerjaan guna memitigasi risiko PHK massal dengan dalih 

modernisasi. 

2. Kepada Perusahaan dan Asosiasi Pengusaha: Menerapkan transformasi 

bisnis yang bertanggungjawab sosial dengan mengutamakan prosedur 

peringatan dini (early warning) serta mengalokasikan anggaran khusus 

untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pekerja yang 

jabatannya berisiko tereliminasi oleh otomatisasi. 

3. Kepada Serikat Pekerja/Buruh: Meningkatkan kapasitas perundingan 

bipartit untuk memastikan integrasi klausul teknologi dalam PKB yang 

mencakup hak atas pelatihan ulang, jaminan alih profesi, serta paket 

kompensasi transisi yang lebih adil. 

4. Kepada Akademisi dan Praktisi Hukum: Melanjutkan kajian mendalam 

mengenai desain jaminan kehilangan pekerjaan yang adaptif bagi sektor-

sektor dengan risiko tinggi otomatisasi serta pengembangan model uji 

proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa PHK berbasis teknologi. 
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